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BUPATI    BANGLI  

PERATURAN  BUPA Tl  BANGLI  

NOMOR 32  TAIIUN 2011 

 

TENTANG 

 
PENETAPAN   PENGELOMPOKAN (REGROUPING) SEKOLAH   DASAR  NEGERI  3 

CEMPAGA   KE SEKOLAH     DASAR  NEGERI  2 CEMPAGA 

 
DENGAN RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 
BUPATI     BANGLI, 

Menimbang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat 

a.    bahwa    untuk    mcningkatkan  cfisiensi   sekolah      yang   ada   di   Wilayah 

Cempaga,    perlu    dilakukan      pengelompokkan    (regrouping)    terhadap 

Sekolah   Dasar   Ncgeri   3   Cempaga,   karena  sekolah    ini   mcmiliki  siswa 

semakin      sedikit      dari     tahun     ke    tahun,     dcngan    demikian    perlu 

dikelompokan    ( dire grouping)   dengan    Sekolah    terdekat    yaitu   Sekolah 

Dasar  Negcri   2 Ccmpaga; 
 

b.     bahwa   bcrdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud    dalam   huruf 

a,     pcrlu      menctapkan          Peraturan     Bupati       tcntang      Penetapan 

Pcngelompokkan   (Regrouping)   )  Sekolah  Dasar   Ncgcri   3  Cempaga  kc 

Sekolah  Dasar  Ncgcri    2 Ccmpaga; 

 
1.             Undang     Undang        Nornor    69      Tahun     1958      tcntang      Pembcntukan 

Dacrah    dacrah    Tingkat      II  dalam    Wilayah     Dacrah-daerah      Tingkat    I 

Bali,    Nusa    Tcnggara     Barat    dan   Nusa    Tenggara     Timur    (Lembaran 

Negara     Rcpublik      Indonesia      Tahun     1958    Nomor      122,    Tambahan 

Lembaran  Negara   Republik    Indonesia  Nomor    1655); 
 

2.     Undang-Undang     Nomor    20  Tahun   2003   tentang    Sistcm     Pendidikan 

Nasional    (  Lernbaran    Negara    Republik  Indonesia    Tahun   2003   Nomor 

78,  Tarnbahan  Lcmbaran    Negara   Republik  Indonesia    Nomor   430 l ); 
 

3. Undang-Undang        Nomor      10    Tahun      2004     tcntang      Pembentukan 

Peraturan    Perundang-undangan  (Lembaran   Negara   Republik    Indonesia 

Tahun     2004     Nornor     53,    Tambahan     Lernbaran      Negara    Republik 

Indonesia  Nomor   4389); 
 

4.  Undang-Undang     Nornor   32  Tahun   2004   tentang    Pcrncrintahan  Daerah 

(Lcmbaran     Negara     Republik     Indonesia    Tahun      2004    Nomor     125, 

lambahan     Lcmburan      Negara      Republik     Indonesia        Nomor     4437) 

scbagaimana     tclah    diubah    beberapa   kali,   tcrakhir      dcngan    Undang- 

Undang     Nomor   12  Tahun     2008    tentang    Pcrubahan      Kedua     Atas 

Undang-Undang   Nomor  32 Tahun  2004  tentang   Pcmerintahan  Daerah' 

(Lcmbaran   Negara     Republik     Indonesia      Tahun     2008     Nomor     59, 

Tambahan  Lembaran    Negara   Republik  Indonesia    Nomor   4844):
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s.    Peraturan  Pernerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional 
Pendidikan  (Lcmbaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 

41.   Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4496); 
 

6. Peraturan   Pcmcrintah   Nomor  47  Tahun  2008   tcntang   Wajib  Belajar; 

(Lcmbaran     Negara    Rcpublik    Indonesia    Tahun    2008   Nomor    90, 

Tarnbahan  l.crnbaran     Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4863); 
 

7.         Peraturan   Dacrah   Kabupaten   Bangli  Nomor   8  Tahun   2008  tentang 

Urusan  Perncrintahan   yang  Menjadi  Kewcnangan   Pemerintahan 

Kabupatcn   Bangli   (Lernbaran   Daerah  Kabupaten   Bangli   Tahun  2008 

Nomor  8,  Tambahan  Lernbaran  Daerah  Kabupaten  Bangli  Nomor  7); 
 

8.  Peraturan Dacrah Kabupaten Bangli Nomor  IO Tahun 2008 tentang 

Pembcntukan.    Susunan   Organisasi    dan   Tata   Kcrja   Dinas   Daerah 

Kabupatcn   Bangli    (Lcmbaran   Daerah  Kabupatcn   Bangli  Tahun  2008 

Nomor  I  0,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bangli  Nomor  9); 
 

 
 

Memperhatikan:   1.    Keputusan   Mcnteri  Pcndidikan   Nasional    Nomor  060/U/2002   tanggal 

26 April 2002 tcntang  Pedoman  Pendirian  Sekolah; 
 

2. Berita   Acara   Hasil     R.apat    Persiapan   Regrouping    SDN   3   Cempaga 

tanggal   2  Agustus  2011,    yang  dihadiri   olch  Para  pihak  yang  terkait 

scperti:  Unsur  Disdikpora  Kabupaten   Bangli.  Kcpala  UPT Disdikpora 

Kccamatan Bangli,  Lurah Cempaga, Kcpala Lingkungan  Sidcmbunut, 

Bendesa   Desa   Pckraman   Sidembunut,  Kcpala    sckolah   dan  Komite 

sekolah   kedua  sekolah   tersebut; 
 
 

MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan         PERATURAN       BUPATI       BANGLI       TENTANG        PENETAPAN 

PENGEL.OMPOKAN    (REGROUPING) SEKOLAH   DASAR  NEGERI  3 

CEMPAGA   KE SEKOLAH  DASAR  NEGERI   2 CEMPAGA. 

 
Pasal 1 

 

(1)  Menetapkan    Pengclompokan     (Regrouping)     Sekolah   Dasar   Ncgeri    3    Cempaga   kc 

Sckolah  Dasar  Ncgcri  2 Ccmpaga. 
 

(2) Siswa    yang    terdaftar     di   Sckolah    Dasar   Negeri    3     Ccmpaga    termasuk     segala 

administrasinya  dialihkan  pclayanannya   pada Sekolah  Dasar Negcri  2 Cempaga 

 
Pasal 2 

 

Dokumen   aktif    yang  menyangkut   siswa  dan  siswa   yang  pernah   tcrdaftar    pada  Sckolah 

Dasar Negeri  3  Cempaga  disimpan  dan diarsipkan  pada Sekolah  Dasar  Ncgcri 2 Ccmpaga. 
 

Pasal 3 
 

Tenaga  pendidik dan  tenaga  kependidikan   yang  ada  di Sckolah  Dasar  Negeri  3  Cempaga 

akan  didistribusikan    pada   sckolah   yang  tcrdekat   atau  sekolah   yang  kekurangan   tenaga 

Pendidik  dan Kependidikan. 
 

Pasal  4 
 

Seluruh  aset  yang  berupa   barang   bcrgcrak   yang  rnasih  dibutuhkan    pada  Sckolah    Dasar 

Negeri  2 Cempaga  di catatkan/disimpan    pada Sekolah   Dasar  Ncgcri  2 Ccmpaga.
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Pasal   5 
 

Aset   yang   tidak    bergerak     akan   diatur    kcmudian     sesuai    kebutuhan      dan   kctentuan     yang 

berlaku 
 

Pasal  6 
 

Pengalihan      aset    dari    Sckolah     Dasar    Ncgeri     3    Cempaga     ke   Sekolah     Dasar    Negeri     2 

Cempaga    dilakukan    dalam   bentuk   berita   acara  scrah  terima   barang. 
 

 
 

Pasal  7 
 

Pengalihan     ini   dilakukan     secara    sisternatis     sehingga     seluruh    pihak    dapat    melaksanakan 

fungsinya    dengan   baik. 

 
Pasal  8 

 

Peraturan    Bupati   ini  mulai    berlaku   pada  tanggal   diundangkan. 
 

Agar   setiap    orang      mengctahuinya,       rnemcrintahkan     pengundangan       Pcraturan     Bupati    1111 

dengan penempatannya   dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Bangli. 
 
 
 

Ditetapkan  di    Bangli 

pada tanggal  29 Juli 2011 

 
BUPATI  BANGLI, 

 
      ttd 
 
l  MADE  GIANYAR 

 

 

Diundangkan  di Bangli 

pada tanggal 29 Juli 2011 

 
SEKRETARIS DAERAH   KABUPATEN  BANG LI, 

 
 
    ttd 

 
I WA YAN SUTAPA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 32 

 

 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

ttd 

  IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

  PEMBINA TK.I (IV/b) 

  NIP.19650210 199503 1 003 

 


